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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan 

melihat bagaimana penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Tangerang 

Selatan melalui teori manajemen kasus yang dilaksanakan oleh P2TP2A Tangerang 

Selatan selaku pusat pelayanan terpadu mengenai permasalahan perempuan dan 

anak, sebagai unit yang melaksanakan pelayanan tugas teknis operasional dinas 

dibidang perlindungan perempuan dan anak terlihat belum sepenuhnya maksimal. 

Usaha pelayanan dari instansi pemerintah membangun interaksi antara pemberi 

layanan dan penerima layanan dengan tujuan pemecahan masalah publik (klien). 

Pihak P2TP2A Kota Tangerang Selatan melakukan penjangkauan, asesmen, 

menyusun rencana intervensi, dan melakukan rujukan kepada lembaga lain yang 

berkaitan. Proses collaborative governance ditunjukan dalam pelaksanaan 

penanganan kekerasan seksual terhadap anak.  

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap tahapan penanganan kasus 

kekerasan seksual terhadap anak, Peneliti melihat masih terdapat kurangnya 

koordinasi antar lembaga yang berkaitan terutama dalam tahap penjangkauan da  

monitoring & evaluasi. Kemudian terdapat sumber daya manusia yang masih 

kurang, dan fasilitas dalam pelaksanaan penanganan yang terbatas sehingga hasil 

evaluasi terhadap program melalui manajemen kasus terlaksana belum sepenuhnya 

maksimal. 



95 
 

 
 

6.1.1 Identifikasi Masalah 

          Tahap identifikai merupakan tahap dimana P2TP2A Tangerang Selatan 

mengetahui klien yang akan ditanganinnya. P2TP2A Tangerang Selatan tentu 

menangani kasus sesuai dengan tupoksi mereka. Namun, pada tahap identifikasi 

masalah tidak hanya sekedar mengetahui karakteristik calon klien yang akan 

ditanganinya, melainkan melakukan penjangkauan klien dengan cara home visit 

atau kunjungan rumah. Pada tahap ini, P2TP2A Tangerang Selatan melakukan 

home visit ketika terdapat kendala seperti klien tidak melaporkan masalahnya 

karena kendala tempat tinggal yang jauh, ketidaktahuan keberadaan instansi 

P2TP2A, dan pihak klien menganggap bahwa proses penanganan yang dilakukan 

oleh P2TP2A Tangerang Selatan rumit sehingga tidak melapor. Terdapat 

kurangnya kesadaran moral masyarakat khususnya orang tua dan pihak keluarga, 

mengenai masalah kekerasan seksual terhadap anak, dan kurangnya kepercayaan 

masyarakat kepada instansi pemerintah 

6.1.2 Penilaian (Assessment) 

Tahap penilaian dilakukan oleh pihak P2TP2A Tangerang Selatan dengan 

melibatkan pihak-pihak yang lebih professional seperti konselor psikologis karena 

membutuhkan pendekatan tertentu. Dalam tahap penilaian, P2TP2A 

menggunakan berbagai metode untuk mengetahui kondisi fisik maupun psikis 

korban. Untuk mengetahui kondisi fiik korban, P2TP2A menilai menggunakan 

metode genogram untuk praduga sementara, kemudian untuk mengetahui kondisi 

psikis korban, P2TP2A melibatkan psikolog untuk melakukan pendekatan awal 

terhadap korban sebagai acuan melakukan langkah selanjutnya. Dalam hal ini, 
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pengelola kasus hanya melakukan pendekatan dan mengumpulkan informasi 

melalui pendekatan korban tidak diiringi pendekatan kepada keluarganya atau 

significan others sehingga penilaian yang dilakukan kurang komprehensif. 

6.1.3 Perencanaan Intervensi 

Dalam merumuskan perencaaan pelayanan yang dilakukan oleh P2TP2A 

Tangerang Selatan perlu hal yang mendukung diantaranya ketersediaan sarana dn 

prasarana, ketersediaan pegawai, dan ketersediaan dana. Untuk ketersediaan 

sarana dan prasarana berupa transportasi untuk melakukan home visit sudah 

terpenuhi, namun terdapat pada rumah aman yang kurang efektif, rumah aman 

sendiri sudah memiliki fasilitas perlengkapan yang baik, namun rumah aman 

disini memiliki batas maksimal waktu penepatan yaitu maksimal 2 minggu, hal 

tersebut kurang efektif karena rumah aman tersebut dapat dikatakan hanya sebagai 

rumah singgah. Dalam ketersediaan pegawai P2TP2A Tangerang Selatan sudah 

cukup memadai, namun terdapat sedikit hambatan pada staf administrasi yang 

memiliki jumlah pegawai paling sedikit namun tidak sebanding dengan beban 

kerja mereka yang terbilang cukup banyak, konseling psikologis, melakukan 

tindakan visum yang terbatas, dan layanan dari mitra hukum yang kurang 

komprehensif. Dalam hal ketiga diatas, perlu pembenahan lebih lanjut terutama 

dalam bidang sarana dan pegawai.  

6.1.4 Pelaksanaan Intervensi 

Dalam pelaksanaan, P2TP2A Tangerang Selatan telah melaksanakan 

penangaannya sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan. 
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Namun hal tersebut belum dikatakan efektif karena kasus kekerasan seksual 

terhadap anak masih bermunculan. 

6.1.5 Monitoring dan Evaluasi 

Hasil dari penanganan yang dilakukan oleh P2TP2A Tangerang Selatan 

dapat dirasakan oleh korban dilihat dari mereka yang sudah pulih secara psikis 

maupun fisik. Namun pelaksanaan monitoring disini belum dilakukan ke pihak 

rujukan, dan proses evaluasi dilakukan hanya di lingkup P2TP2A Tangerang 

Selatan 

6.1.6 Terminasi 

Proses terminasi dilakukanatas kesepakaan kedua belah pihak tentu dengan 

syarat korban telah pulih secara psikis maupun fisik. 

6.2 Saran 

Dalam meningkatkan pelayanan program penanganan kekerasan seksual 

terhadap anak, pihak P2TP2A Tangerang Selatan dapat melakukan tahapan 

evaluasi melalui manajemen kasus, berikut saran yang diberikan oleh penulis untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan dalam pelaksanaan program  

6.2.1 Identifikasi Masalah 

P2TP2A Tangerang Selatan dapat memperluas akses pengaduan kasus 

masalah kekerasan perempuan dan anak, juga diiringi dengan sosialisasi dan 

edukasi program tersebut guna membangun kepercayaan publik terhadap instansi 

pemerintah 
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6.2.2 Penilaian/Assessment 

Pihak P2TP2A Tangerang Selatan diharapkan lebih memperdalam hasil 

data dan informasi klien. Juga mengembangkan keterampilan dalam memperoleh 

informasi mengenai klien, keluarga klien, dan lingkungan klien 

6.2.3 Perencanaan 

Pada tahap ini, saran peneliti yaitu perlu adanya penambahan pegawai yang 

sesuai dengan bidangnya masing-masing. Meningkatkan anggaran untuk 

menyediakan fasilitas kepada klien secara maksimal, memiliki keterampilan dalam 

memahami istilah medis maupun psikologis, mengembangkan kerjasama dengan 

instansi lain dan meyusun inovasi strategi, dan menyusun rencana cadangan jika 

pelaksanaan terjadi diluar ekspektasi 

6.2.4 Pelaksanaan Intervensi 

  Saran penulis pada tahap pelaksanaan intervensi, mampu mengidentifikasi 

pelayanan-pelayanan yang bervariasi yang dapat dilakukan untuk membantu 

penanganan masalah klien agar penanganan P2TP2A Tangerang Selatan 

melakukan kerjasama dan koordinasi yang cukup intens baik dari rujukan maupun 

komunikasi antara kedua belah pihak 

6.2.5 Monitoring dan Evaluasi 

  Saran penulis pada tahap ini yaitu monitoring dilakukan dengan lembaga 

rujukan tidak hanya dengan pihak P2TP2A Tangerang Selatan saja. Hal ini guna 

kedepannya lebih mengetahui kinerja masing-masing lembaga 
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6.2.6 Terminasi 

  Dalam proses terminasi, saran yang diberikan oleh penulis yaitu tidak 

hanya pemutusan hubungan antara klien dengan P2TP2A Tangerang Selatan, 

meskipun kondisi korban sudah pulih, perlu ada pembekalan untuk korban dan 

juga pihak keluarga mengenai langkah apa yang akan dilakukan ketika suatu saat 

trauma nya kambuh karena koban tidak bisa selalu bergantung kepada P2TP2A 
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